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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan
Hak Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas I A Kota Palembang.™ penelitian ini dilakukan agar bisa
mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan
hak perempuan sebagai pelaku kejahatan (Narapidana perempuan) di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas I A Kota Palembang, serta mengetahui apa
saja yang menjadi kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku kejahatan
(narapidanan perempuan) dalam memperoleh hak nya di Lembaga
pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IT A Kota Palembang serta mengerahui
factor apa saja yang menjadi pendorong hal tersebut. Data yang digunakan adalah
data primer dan skunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode Yuridis Empiris yang juga disebut dengan penelitian lapangan,
metode ini menganalisis data primer, skunder, setiap data yang didapatkan dari
hasil lapangan yang diawali oleh fakta dan data khusus yang lalu kemudian di kaji
sebagai ketentuan umum, yang kemudian menuwju kepada identifikasi
permasalahan yang pada akhimya merujuk pada penyelesaian masalah. Adapun
teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara
Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data,
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa : 1). Pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku
kejahatan (Narapidana perempuan) di Lapas Perempuan Kelas II A Kota
Palembang 2) Kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku kejahatan
(narapidanan perempuan) dalam memperoleh hak di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas 11 A Kota Palembang dan apa faktor pendorong hal tersebut.

Kata kunci : hak, an, perlindungan hukum. faktor-faktor.

Pembimbing Pembantu,

H.M Hum.

Wahyu Ernaningsih, S H. M Huui. Vera Novianti S.
NIP : 195702241979032001 NIP : 197711032008012010
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Ketu: Bagguukum Pidana
e

Rd. Muhamm SHMH.
NIP : 196802211995121001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang menarik
untuk dikaji secara ilmiah, kejahatan yang terjadi dimasyarakat pada
umumnya dilakukan oleh kaum laki - laki, tetapi bukan berarti kejahatan
hanya dilakukan oleh laki - laki, perempuan juga melakukan kejahatan
walaupun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan laki - laki.*

Telah terjadinya pergeseran dimana yang awalnya para
perempuan sering menjadi korban kejahatan namun sekarang mereka
juga dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tindak kejahatan
bukanlah suatu peristiwa herediter yang merupakan bawaan sejak lahir,
bukan juga suatu yang diwarisi secara biologis, prilaku kejahatan dapat
dikukan oleh siapapun, baik laki - laki atau perempuan dengan berbagai
faktor pendorongnya.? Keterlibatan perempuan dalam kejahatan
memang janggal dalam kehidupan umum masyarakat. Ini merupakan
dampak negatif dari pemikiran kesetaraan, yang mendorong perempuan
untuk berperan sama dengan laki-laki, bahkan kalau bisa
melampauinya. Akhirnya perempuan tergiring untuk lebih aktif pada
kehidupan umum. Mereka juga membaur dengan laki-laki tanpa ada

batas waktu, tempat dan lain-lain. Dari dampak ini semua maka muncul

1Nurjaya.I.N, Hukum dan Pembangunan, Perempuan dan kejahatan : Antara Teori
dan Realitas, Tata Usaha Majalah,jakarta, 1990 , HIm 485
2Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Wali, Jakarta , 2009, HIm.139



lah tentang kejahatan yang dilakukan perempuan didalam masyarakat.
Yang pada awalnya jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh
perempuan hanya Dberpola “ sex-spesific offten”  berupa
aborsi,pengutilan dan prostitusi. Namun seiring dengan perkembangan
jaman yang menciptakan kondisi-kondisi tertentu membuat perempuan
dapat melakukan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh laki - laki,
seperti rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, pembunuhan bahkan
bisa sampai menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan.? Faktor
utama yang menjadi pendorong perempuan melakukan kejahatan adalah
biasanya karena alasan bersifat psikis, seperti hal sakit hati atau balas
dendam, rasa cemburu dan lainnya, namun tidak jarang pula
dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau lingkungan yang menjadi salah

satu faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan.

Perempuan termasuk masyarakat didalam suatu Negara, serta
perempuan juga wajib mendapatkan hak mereka contohnya seperti
mendapatkan jaminan terhadap perlindungan hak-hak secara asasi, yang
dimana Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap hak-
hak yang dimiliki kelompok perempuan sama halnya seperti kelompok

lainnya.*

3Morrisabbot, Women In Crime, Redposh Malang, 1987, HIm.65
“Niken Savitri, HAM Perempuan, cet, 1, Bandung,PT Revika Aditian, 2008, HIm.2



Perempuan Indonesia adalah bagian terpenting yang tidak bisa
dipisakan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Peran

perempuan menurut Nani Soewondo®:

1. Fungsi intern, sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalm
hubngan rumah tangga .

2. Fungsi ekstrem, sebagai warga negara yang berhubungan
dengan hak-hak dalm bidang sipil dan politik termaksud
perlakukan terhadap perempuan dalam partisipasi tenaga
kerja.

Semua peranan perempuan memberikan kontribusi yang tidak
dapat disepelekan, namun penghargaan terhadap perempuan sering
sekali tidak sepadan dengan pengorbananya. Kedudukan perempuan
dalam sistem politik, budaya, dan sosial seringkali tidak sepadan dan
setara dengan laki — laki.

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan
dalam Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada
Pasal 27 Undang — Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah ditentukan bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa ada nya
kecualinya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak. Namun dalam berbagai bidang perempuan kedudukannya

SNani Soewondo , Perempuan dan Pandangan Perempuan, cendikia pustaka,
jakarta, 1983, HIm. 305



selalu terbelakang dari laki - laki. Pada Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang disini menegaskan
bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memilki hak —hak yang sama
dihadapan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak
Asasi Manusia bahwasanya mempertegas mengenai kesetaraan
perempuan, yakni:

(1) Siapapun yang dilahirkan mendapatkan kebebasan terhadap
harkat dan martabatnya yang sama rata serta yang dikaruniai
hati nurani dan akal dalam hidup bermasyarakat,berbangsa
maupun bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) semua orang mempunyai hak pada pengakuan,
perlindungan, jaminan serta perlakuan hukum yang adil dan
mempunyai hukum vyang pasti lalu dimata hukum
mendapatkan perlakuan yang sama.

(3) perlindungan hak asasi manusia berhak didapatkan untuk
semua orang serta tidak adanya diskriminasi dan juga
mendapatkan kebebasan dasar manusia.

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi

tentang pengahapusan semua bentuk dikriminasi terhadap perempuan.

Yang berkewajiban memberikan akses terhadap perempuan untuk



mendapatkan kebebasan maupun keadilan secara diskriminasi didalam
sistem peradilan. Untuk mencapai pemenuhan haknya perempuan
sering kali menghadapi rintangan yg disebabkan oleh adanya relasi
kuasa dan overkriminalisasi atas dasar dan jenis kelamin dan gender.®

Relasi kuasa ialah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksertaan
ataupun ketergantungan status sosial, dan lainnya yang dapat
mengakibatkan kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang
dimana konteks antar gender tersebut dapat merugikan pihak yang
posisinya lebih rendah dari pihak lainnya. Dalam hal ini perempuan
sering kali mendapatkan ketidakserasian persepsi hakim dalam proses
peradilan. Namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No.3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara
Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, ini dinilai cukup
akomondatif dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili
pekara yang melibatkan perempuan sehingga dapat mengatisipasi
penafsiran rumusan — rumusan tindak pidana yang justru dapat

merugikan perempuan.’

8Jurnal Pemuliaan Hukum, Fauziyah.A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
BerhadapanDengan Hukum ,Vol1(2)tahun 2019,
http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1003 diakses pada tanggal 14
april 2021 pukul 10.28 WIB

7Jurnal llmu Hukum, Nurhilmiyah. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan  Hukum, Vol 4(2) tahun 2019, hal 211-219
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=
Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%2



http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1003
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum

Dimana pada Pasal 1 (1) PERMA No.3 tahun 2017 mengartikan
perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang
berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan
sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.?

Perlindungan hak-hak terhadap narapidana di Indonesia terjamin
didalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi
Manusia yang dimana tertulis akan memberikan jaminan terhadap
perlindungan, contohnya seperti Pasal 29 Ayat(l) menyatakan
Siapapun berhak untuk perlindungan terhadap dirinya sendiri,
keluarga, kehormatan, martabat, serta hak terhadap milinya”. Dan
pada ayat (2) “ Siapapun berhak terhadap pangkuan di hukum sebagai
manusia pribadi dimanapun ia berada”. Dalam pasal-pasal ini telah
menjelaskan hak-hak yang didapat oleh para narapidana yang dimana
dirinya tetap mendapatkan perlindungan walaupun ia berada di dalam
penjara.®

Narapidana ialah seseorang yang telah melakukan kesalahan atau

pidana, yang selanjutnya dicabut dari emerekaannya sesuai dengan

O0Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20L ahirnya%20Perma%20Nomor%203%
20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan
%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum diakses pada tanggal 14 april 2021, pukul
11.23 WIB

8Poerana S.A,Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara yang Melibatkan
Perempuan.Tahun2021https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5f6876369
67b4/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/  diakses
pada tanggal 14 april 2021, pukul 11.51 WB

® Suwarto, Individualisasi Pemidanaan, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2012, him.17
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http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f687636967b4/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f687636967b4/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/

putusan hakim.*® Menurut pengertian ayat (6) dan ayat (7) Undang —

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayat (6) menyatakan : “Terpidana ialah seorang yang
telah dipidana sesuai dengan keputusan oleh pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum yang tetap”.

2. Yang dijelaskan pada ayat (7) : “Narapinada ialah seorang
terpidana yang menjalani pidana hiang kemerdekaan di

Lembaga Pemasyarakatan”.

Narapidana yang dimana hak kebebasannya telah direnggut oleh
Negara dengan atas hukum ialah kelompok masyarakat yang rentan
(vulnerable). Bisa saja narapidana tersebut menerima perlakuan yang
buruk, disiksa, penghilangan secara paksa, diintrogasi dengan
menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, wajib
menerima dimana tempat tahanan tersebut tidak manusiawi bahkan
sampai direndahkan martabatnya sebagai manusia. Serta saat ini banyak
opini dari masyarakat bahwasanya orang yang terpidana itu sudah
kehilangan kemerdekaannya dan tidak memiliki hak apapun.t

Narapidana perlu mendapatkan perhatian yang sunguh — sungguh
dari pemerintah dan juga berbagai lapis masyarakat, karena mereka juga

merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, supaya narapidana bisa

10 Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan
dalam Perspektif Peradilan Agama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, HIm. 38

1 _.embaga studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Hak-hak Narapidana, Lembaga
Studi dan AdvokasiMasyarakat, Jakarta, 1995, HIm.5



menikmati hidup bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi

dengan baik setelah mereka menjalani hukuman di lembaga

pemasyarakatan, masyarakat juga perlu menerima narapidana setelah

mereka menjalankan masa pidananya.?

Pada Pasal 5 Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan pemsyarakatan

dilaksanakan berdasarkan asas:

1.

2.

Pengayoman

Pemersamaan perlakuan dan pelayanan

Pendidikan

Pembimbingan

Penghormatan harkat dan martabat manusia

Kehilangan dan kemerdekaan merupakan satu — satunya
penderitaan, dan,

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

dan orang-orang tertentu.

Sedagkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang — Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan menyebutkan hak — hak dari

narapidana.

Bentuk keadilan masyarakat salah satunya yaitu perlindungan

hukum kepada perempuan. Maka dari itu perempuan dalam

12 C. Djisman Samosir. Penologi dan Pemasyarakatan. Nusa Aulia.. Bandung ,
2016. Hllm 231



perlindungan diupayakan pada berbagai bidang bermasyarakat maupun
bidang kehidupan negara. Negara mengupayakan agar dapat menghapus
segala bentuk serta jenis diskriminasi kepada perempuan dengan
semaksimal mungkin. Khususnya pada narapidana perempuan dan juga
tahanan harus diberikan perhatian dengan wajar yang didasarkan dari
pembentuk undang - undang.

Perempuan bisa mensejajarkan diri mereka sama rata dengan laki-
laki. Diharapkan perempuan bisa mengambil kesempatan dalam
menunjukan kempuannya. Namun dengan adanya peluang tersebut
menyebabkan besarnya peluang perempuan melakukan kejahatan atau
kriminal. Dimata hukum jika yang berbuat kehahatan akan dianggap
bersalah serta wajib dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah
dilaukannya, serta wajib menjalani proses hukum di tempay yang
Khusus yakni lembaga pemasyarakatan.

Lembaga kepemasyarajatan ialah instansi yang terakhir dalam
sistem peradilan yang dimana lembaga ini tidak mempersoalkan apa
seseorang tersebut di rehabilitas memang yang benar salah atau tidak.
lembaga pemsayarakatan bertujuan untuk membina seseorng yang
melanggar hukum, tidak samata-mata untuk melakukan pembalasan
akan tetapi berupaya dalam memperbaiki dan mengembalikan
narapidana ke lingkungan masyarakat yang dimana sebagai sistem

pemasarakatan dari landasan filosofinya.



Pasal 1 ayat (1) Undang—undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai
Pemasyarakatan, yakni merupakan suatu kegiatan yang dimana guna
memberikan pembinaaan terhadap warga yang sesuai dengan sistem,
kelembagaan , serta cara ini ialah cara terakhir dari sistem pidana dalam
tatacara peradilan dalam pidana. Warga yang dibina sebagai warga
indonesia yang dimana memiliki tujuan melindungi masyarakat yang
dimana memungkinkan diulangi perlakuan oleh warga binaan. Serta ini
merukapan penerapan yang tidak bisa dipisahkan karena mengandung

nilai-nilai yang ada didalam pancasila.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1995
mengenai pemasyarakatan merupakan tantanan tentang bagaimana cara
untuk membina warga binaan yang sesuai dengan pancasila antara
pembina, warga binaan, serta masyarakat, sehingga bisa meingkatkan
kualitas tersendiri untuk warga binaan supaya mereka memperbaiki diri
dan menyadari kesalahan sehingga mereka tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali di lingungan masyarakat, dan
bisa berperan aktif dalam pembanguanan dan dapat hidup wajar sebagai

warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana memiliki hak — hak yang harus dilindungi, hak antara
narapidana laki — laki dan perempuan berbeda — beda. Narapidana
perempuan mempunyai hak — hak khusus dibandingakan dengan
narapidana laki — laki, dimana sudah menjadi kodratnya perempuan

mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang dimana

10



itu tidak dimiliki oleh narapidana laki — laki. Tidak ada pengaturan
khusus yang mengatur hak — hak tersebut di dalam Undang — Undang

No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai perlindungan narapidana perempuan secara
Khusus seperti di Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999.
Dalam lemabaga peasyarakatan untuk menjadi warga Negara yang baik
narapidana perempuan akan dididik yang dimana meraka juga memiliki
hak-hak sebagai narapidana, yang dimana hak-hak tersebut wajib
dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, yang tujuan akhir para
narapidana akan dikembalikan ke masyarakat umum.

Tabel.1Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas Il A
Kota PalembangBulan Januari — MaretTahun 2021
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Over
No | Periode TDP NDP Total | Kapasitas | Kapasitas

1 Januari 55 425 480 151 318
2 Februari 54 441 495 151 328
3 Maret 54 440 494 151 327
Sumber?s;
Keterangan :

3Direktorat Jendral pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAM,
Sistem Database Pemasyarakatan
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil diakses pada tanggal 25
maret 2021, pukul 03.36 WIB



http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil

TDP : Tahanan dewasa perempuan

NDP : Napi dewasa perempuan

Jika dilihat dari tabel diatas Permasalahan yang sering dijumpai
dalam lembaga pemasyarakatan yaitu terjadinya kelebihan kapasitas
hunian (over kapasitas) tidak adanya lembaga pemasyarakaan
khususnya perempuan dan narkotika hal ini sangat mempengaruhi
proses pembinaan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum
dalam pemenuhan hak — hak narapidana perempuan. Kerap dijumpai
hak — hak narapidan belum diberikan sesuai dengan mereka sebagai
warga negara. Yang disebabkan oleh bebebrapa factor-faktor yang
wajib di pahami oleh petugas dari pemasyarakatan serta narapidananya
itu sendiri mengenai perautan terhadap hak-hak narapidana sesuai
dengan Undang-undang.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap mengatakan manusia baik
yang terdakwa atau tersangka harus diperlakukan seperti manusia yang
dimana mereka memiliki harkat, martabat, serta harga diri. Para
narapidana itu bukan sebuah barang dagang yang bisa di eksploitasi
serta diperas untuk mendapatkan keuntungan serta memperkaya
pejabat-pejabat penegak hukum. Mereka harus diperlakuan bukanlah
binatang dan sampah masyarakat yang sering kali mendapat kan

perlakuan kejam, kasar hingga bengis.**

“M.Yahya Harahap, Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, HIm 122



Untuk memperjuangankan hak — hak perempuan tersebut, sudah
berbagai kebijakan dan progaram telah dilakukan tetapi hasilnya masih
harus ditingkatkan. Kebijakan sesuai dengan undang-undang yaitu
dengan diaktifikasinya konvenssi pengapusan yang dimana perempuan
didiskriminasi. Dengan begitu berarti khususnya perempuan akan
mendapatkan perlindungan terhadap hak. Namun hak yang mereka
miliki rentanterhadap pelanggaran, sehingga terjadi beberapa dari kaum
perempuan  sendiri  belum  mendapatkan hak-hak  mereka.
Kesamaaanatara perempuan dan laki—laki merupakan proses yang
lumayan panjang yang sampai saat ini tetap diperjuangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut yang dianggap menarik bagi
peneliti, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat
permasalahan tersebut dalam bentuk sekripsi yang berjudul
“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEREMPUAN KELAS Il A KOTA PALEMBANG”

13
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang
lingkup permasalahan maka penulis memnentukan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Il A Kota

Palembang?

2. Apakah kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku
kejahatan dalam memperoleh hak dan faktor apa yang
mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
perempuan sebagai pelaku kejahatankejahatan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas Il A Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan
tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala
sehingga dapat merumuskan suatu gejala hipotesa.’® Adapun yang

menjadi tujuan penelitian, sesuai  dengan permasalahan yang

1Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia-Ul Press,
Jakarta, 2008, him.9.



dikemukakakan sebelumnya adalah :

1.

Untuk menjelaskan pelaksanaan perindungan hukum yang
diberikan dalam pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku
kejahatan dan pembinaannya ketika menjalani hukuman
(vonis)kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas Il A Kota Palembang.

Untuk mengetaui kendala dan hambatan bagi perempuan
sebagai pelaku kejahatan dalam mendapatkan haknya ketika
sedang di proses di pengadilan dan saat menjalani hukuman
kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 11 A
Kota Palembangserta menganalisis beberapa factor yang

telah memepengaruhi hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian kali ini ialah :

1

Manfaat Teoritis

Mengharapkan penelitian bisa memberikan sumbangsi
wawasan dan bermanfaat bagi pihak akademis terutama
mahasiswa ilmu hukum di bidang hukum pidana terkhusus
mencangkup ~ dan  mendalami  tentang  lembaga
pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap
pemenuhan hak —hak narapidana perempuan.

Manfaat Praktis

15



Secara praktis penelititian ini dapat memberikan informasi
terkhusus bagi semua pihak terutama kalangan masyarakat
umum serta praktisi hukum untuk memahami ilmu hukum

dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka.

E. Ruang Lingkup

Luasnya kajian hukum maka dari itu penulis membatasi ruang
lingkup penelitian hukum pidana pada umumnya, dengan melihat hal
yang berkaitan dengan judul skipsi ini yakni upaya pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai
pelaku kejahatan dan faktor — faktor yang mempengaruhi perlindungan

hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kejahatan.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian kali ini menggunakan kerangka teori yang
bertujuan membuat jenis nilai-nilai oleh postulat hukum hingga kepada
landasan filosofonya yang paling tinggi.® Adapun teori yang peneliti

gunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum ialah penyelenggara hukum itu sendiri yang
dilakukan petugas-petugas hukum serta orang-orang Yyang

mempunyai kepentingan dengan kewenangan masing-masing

83atjipto Rahardjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1991, him 254.
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sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum
pidana merupakan suatu proses penegakan atau fungsi dari norma
— norma hukum yang diawali oleh penyelidikan, penangkapan,
peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan
terpidana.’’

Masalah yang dimiliki penegak hukum yakni persoalan
yang telah dihadapi oleh masyarakat sendiri, yang masing —
masing memberikan corak permasalahan tersendiri didalam
kerangka penegakan hukumnya dimana setiap masyarakat
memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahakan, memelihara
kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto faktor — faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :#

a. Faktor hukum (undang — undang)

b. Faktor penegakan hukum

c. Faktor masyarakat

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

e. [Faktor kebudayaan.

Penegak hukum pidana sendiri ialah yang melaksankan

peraturan-peraturan pidana. Dimana merupakan sesuatu yang

7 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1990, HIm 58

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta,2005,HIm 5



menyagkut keserasian kaidah serta nilai sesuai dengan perilaku
manusia itu sendiri. Kaidah—kaidah itulah yang menjadi patokan
atau pedoman bagi pelaku atau seseorang yang tindakannya tidak
pantas. Sikap tindak atau perilaku tersebut bertujuan untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum yang dikutip dari
salmond bahwasanya tujuan dari hukum adalah dapat
mengintegrasikan serta mengkoordinasikan macam — macam
kepentingan didalam masyarakat karena suatu lalulintas
kepentingan, perlindungan untuk sebagian kepentinga itu bisa
dilakukan dengan membatasi bentuk kepentingan di pihak lain.
Kepentingan dalam hukum merupakan mengurusi kepentingan
dan hak manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas yang
tertinggi dimana bisa menenttukan kepentingan subyek hukum
yang harus diatur ulang serta dilindungi.*®

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah
perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berada dalam
negara hukum yang berdasarkan pada ketententuan hukum yang

berlaku dalam negara tersebut untuk mencegah terjadinya

53

19 Satjipto Raharjo, llmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, HIm.
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kesewenang — wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum
berbentuk peraturan tertulis, yang sifatnya lebih mengikat
sehingga mengakibatkan adanya sanksi bagi pihak yang
melanggarnya.?
Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum menurut Philipus
M. Hadjon, yaitu : 2
a. Perlindungan hukum Preventif yang memiliki tujuan
untuk mencegah terjadinya permasalahan atau
sengketa.
b. Perlindungan hukum Represif yang memiliki tujuan
untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang

timbul.

Selanjutnya menurut Sulisyandari, bahwa perlindungan
hukum ini berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan
keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban dari
subyek hukum. Dan juga berkaitan dengan bagaimana hukum
memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar hak

nya guna mempertahankan haknya tersebut.??

2Ibid hal. 54
21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,

Bina llmu, 1987, HIm. 117

22Gulistyandari, Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia), Laros, Sidoarjo, 2012, HIm.
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Dengan demikian perlindungan hukum adalah suartu
gambaran dari sistem kerjanya hukum dalam mewujudkan
tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum.
Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan dapat
diberikan oleh subyek hukum dengan mengikuti aturan dari
hukum, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, baik itu yang
bersifat preventif ataupun represif dalam rangka menegakan

peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu subyek atau
obyek berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang
berada di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam mengkaji
permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum dapat
disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan
menggunakan pendekatan hukum empirik, pada penelitian hukum
empiris yaitu dengan mengumpulkan data — data dari lapangan yang
bersumber dari badan hukum yang bersangkutan, dengan
mneggunakan doktrin — doktrin, asas — asas dalam ilmu hukum dan
segala sumber yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian

ini menggunakan penelitian empiris yuridis yakni bertujuan agar



permasalah hukum yang menjadi obyek kajian dapat dianalisis
berdasarkan sumber — sumber peraturan perundang — undangan

maupun bahan hukum tercatat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian menggunakan cara pendekatan perundang-
undangan (statute approach)serta pendekatan sosial (sosial
approach). Pendekatan perundangan-undangan ialah suatu jenis
pendekatan dilakukan dengan cara menganalisis peraturan
perundang — undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan sosial yaitu pendekatan
yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan
menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian ini
bertujuan untuk mendapat gambaran atau hasil penelitian yang
mendalam dan lengkap, sehingga informasi yang didapat sesuai
dengan tindakan-tindakan sesuai  kejadian-kejadian  yang

sebenarnya.?®

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

23 Kodrat Wibowo, Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis:
Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam
Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hlm. 4-5
https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS EMPIRIS_DAN_SOCIO L
EGAL_ANALYSIS Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata
Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_ 25 Tahun_2007_tentang_Penanaman_ModalDiak
ses pada tanggal 18 maret 2017 pukul 12.54 WIB
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https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_Modal
https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_Modal

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan
skunder. Data perimer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
wawancara, sedangkan data skunder dengan mempelajari bahan-
bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil observasi di lapangan secara langsung yang tertuju
pada objek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah
berisikan Peraturan Perundang — undangan, Catatan —
catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan
Perundang — undangan.?* Pada penelitian ini peneliti
menggunakan kaidah — kaidah positif yang mengikat
sebagai berikut :

1. Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945

2. Undang — Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia

3. Undang — Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

Lembaga Pemasayarakatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

24 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Ul
Press,Jakarta, 2008, Him.141.
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Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga

binaan pemasyarakatan

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
b) Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder peneliti diperoleh melalui media
perantara berupa buku — buku yang berkenaan dengan
hukum sesuai dengan judul penelitian ini, catatan yang
relevan dengan objek kajian penelitian yang telah ada, baik
yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara
umum.2>
¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder.?6 Pada penelitian ini

menggunakan Kamus Bahasa Indonesia dan bahan hukum

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), : Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2005, HIm.181.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia Press,
,Jakarta,2005, HIm 52



ini terdiri dari buku-buku, referensi, internet, tulisan ilmiah
dan ensklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada
penelitian ini dengan menggunakan metode :
a) Studi Kepustakaan (library research)
Dalam penelitianmenggunakan data skunder yaitu data
pokok, untuk menunjang data yang didapat dari hasil
penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan-bahan
hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa
bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan
hukum tersier.
b) Studi Lapangan
Penelitian kali ini menggunakan data primer yakni data di
peroleh peneliti dari teknik pengumpulan data dengan
cara wawancara oleh peneliti secara Langsung dengan
mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu

daftar yang telah diterapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian
tersebut akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan

melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus
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Perempuan Kelas Il A Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah daerah atau wilayah yang terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan

Kelas Il A kota Palembang.
b) Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara
purposive sampling yang merupakan salah satu metode non
random sampling dimana peneliti secara sengaja
memnentukan pengambilan sempel dengan kriteria khusus dan
pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.?’
Peneliti memilih dan menentukan responden yang mana
dianggap mewakili populasi. Maka responden dalam penelitian
ini yaitu Kepala Bidang Pembinaan Narapida dan Narapida

perempuan.

7. Analisis Data

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 2005, HIm 106



Dalam menganalisis menggunaan teknik dari analisis data
kualitatif dimana diuraikan berupa bentuk kalimat. Data yang
didapatkan memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah
yang diperoleh sebelumnya dari data primer, sekunder dan tersier
yang kemudian dikelola, dikualifikasi, diuraikan lalu dihubungkan
secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam
jawaban permasalahan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penelitan menggunaan motode Induktif dalam menarik
kesimpulan, yakni kesimpulan yang diambil diawali dengan fakta
atau data khusus berdasarkan penelitian dilapangan, hasil tersebut di
susun, di kaji dan di olah untuk menarik kesimpulan yang bersifat
umum. 8 Pada penarikan kesimpulan akhir hal-hal yang bersifat
umum dihubungkan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini
menarik kesimpulan secara Deduktif yaitu bertitik dengan pemikiran

mendasar bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.?

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2002, HIm.202.

2 Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,Jakarta, 2007,
Him.11.
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